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KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dankarunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DinasPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung tahun2021 dapat diselesaikan. Laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban DinasPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung terhadappelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi yang telah dilaksanakan pada tahun2021, dalam penggunaan anggaran dan capaian kinerja yang sesuai denganRencana Strategis (RENSTRA).Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan PedomanPenyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan MenteriNegara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja danTata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.Disusunnya laporan ini juga bertujuan untuk memberikan informasikinerja yang terukur demi terwujudnya aparatur yang bersih danbertanggungjawab serta bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).Demikian laporan ini disusun, semoga dapat dijadikan pedoman dalam evaluasidan peningkatan kinerja aparatur di masa mendatang.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1Latar BelakangDalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yangberdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telahditerbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang SistemAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebihlanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan TataCara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudankewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkankeberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalammencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alatpertanggung jawaban secara periodik.Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, DinasPemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak selaku unsurpembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja.Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsiDinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupayamemenuhi aspirasi masyarakat.Dalam perencanaan pembangunan daerah Provinsi Lampung,capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanyamempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengantujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota,Provinsi dan Nasional.
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Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabelmerupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukanpengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat,jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah danpembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna,bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dannepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas darikorupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas PemberdayaanPerempuan Dan Perlindungan Anak Lampung diwajibkan untuk menyusunLaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). PenyusunanLKIP Dinas  Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak LampungTahun 2019 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitaspenyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi,misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengantarget yang telah ditetapkan.
1.2Gambaran Umum Dinas  Pemberdayaan Perempuan Dan

Perlindungan AnakDinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ProvinsiLampung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi LampungNomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan PerangkatDaerah Provinsi Lampung, dan berdasarkan Peraturan GubernurLampung Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, SusunanOrganisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja perangkat Daerah ProvinsiLampung, secara umum Dinas Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak Provinsi Lampung mempunyai Tugas Pokok
Melaksanakan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah Bidang
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Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi

Lampung, Tugas Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan yang

diberikan Pemerintah kepada Gubernur, serta tugas lain sesuai

dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan

perundang-undangan yang berlaku.
Tabel 1.1 Dasar Hukum Pembentukan OPD1. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ProvinsiLampung.2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentangKedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi sertaTatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

Tabel 1.2 Daftar Pegawai

No Golongan
Jenis Kelamin

JumlahL P

1. Golongan II 9 7 16

2. Golongan III 14 29 43

3. Golongan IV 8 4 12

4. PTHL 5 1 6

Jumlah 77

3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 31 Tahun 2019 tentangPembentukan, Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana TeknisDinas (UPTD) pada Dinas Daerah Lampung
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Gambar 1.1 Struktur OPD

1.3Tugas dan FungsiBerdasarkan Peraturan Daerah Lampung Nomor 04 Tahun 2019tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Lampungmempunyai tugas dan kewajiban :Melaksanakan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah BidangPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung,Tugas Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan yang diberikan Pemerintahkepada Gubernur, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang
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ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan perundang-undangan yangberlaku.Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut DinasPemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Kualitas Hidup Perempuan danKualitas Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, BidangPerlindungan Perempuan, Bidang Pemenuhan Hak dan PerlindunganAnak, serta Bidang Partisipasi Masyarakat;2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum BidangKualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Bidang Data danInformasi Gender dan Anak, Bidang Perlindungan Perempuan, danBidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak, serta BidangPartisipasi Masyarakat;3. Pembinaan, fasilitasi, sosialisasi, distribusi, dan pelaksanaan tugasBidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Bidang Datadan Informasi Gender dan Anak, Bidang Perlindungan Perempuan, danBidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak, serta BidangPartisipasi Masyarakat;4. Pemantauan evaluasi dan pelaporan Bidang Kualitas Hidup Perempuandan Kualitas Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak,Bidang Perlindungan Perempuan, Bidang Pemenuhan Hak Anak danPerlindungan Anak, serta Bidang Partisipasi Masyarakat;5. Pelaksanaan Kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak Provinsi Lampung di bidang PemberdayaanPerempuan dan Perlindungan Anak;6. Pelaksanaan tugas lain yang diterbitkan oleh Gubernur sesuai tugaspokok dan fungsi;
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Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas PemberdayaanPerempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dipimpin olehFITRIANITA DAMHURI, S.STP., M.Si. yang dalam pelaksanaan tugasnyadibantu oleh pejabat structural sebagaimana terdapat dalam strukturorganisasi dibawah ini:
Gambar 1.2Struktur Organisasi
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Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta TatakerjaDinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampungdan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 31 Tahun 2019 TentangPembentukan, Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)Pada Dinas Daerah Provinsi Lampung, Dinas Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak Provinsi Lampung dan UPTD Perlindungan Perempuandan Anak (PPA) memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :
A. KEPALA

1. Kepala Dinas1. Melaksananakan Penyusunan Kebijakan Daerah di BidangPemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, PengendalianPenduduk dan Keluarga Berencana;2. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Kualitas Hidup Perempuandan Kualitas Keluarga, Tumbuh Kembang Anak, Perlindungan HakPerempuan dan Anak, Data Gender dan Anak, serta BidangPengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umumBidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, TumbuhKembang Anak, Perlindungan Hak Perempuan dan Anak, DataGender dan Anak, serta Bidang Pengendalian Penduduk danKeluarga Berencana;c. Pembinaan, fasilitasi, dan pelaksanaan tugas di Bidang KualitasHidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Tumbuh Kembang Anak,Perlindungan Hak Perempuan dan Anak, Data Gender dan Anak,serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencanalingkup Provinsi, Kabupaten/Kota;
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d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Kualitas HidupPerempuan dan Kualitas Keluarga, Tumbuh Kembang Anak,Perlindungan Hak Perempuan dan Anak, Data Gender dan Anak,serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;e. Pelaksanaan Kesekretariatan Dinas sebagai pendukung tugas teknisdi Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, TumbuhKembang Anak, Perlindungan Hak Perempuan dan Anak, DataGender dan Anak, serta Bidang Pengendalian Penduduk danKeluarga Berencana;f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.
B. SEKRETARIAT1. Sekretariat mempunyai tugas memimpin pelaksanaan penyiapanperumusan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan kebijakan,pemantauan, pembinaan, dan penyelenggaraan tugas secara terpadu,pelayanan administrasi, dan pelaksanaan dibidang program, keuangandan asset, umum, dan kepegawaian.2. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi :a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaanpengkoordinasian, penyelenggaraan tugas secara terpadu,pelayanan administrasi, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi dibidang Umum dan Kepegawaian;b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaanpengkoordinasian, penyelenggaraan tugas secara terpadu,pelayanan administrasi, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi dibidang keuangan dan aset;c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaanpengkoordinasian, penyelenggaraan tugas secara terpadu,pelayanan administrasi, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi dibidang perencanaan program dan evaluasi; dan
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d. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.3. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah danbertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak.Sekretariat membawahi :a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;b. Sub Bagian Keuangan dan Aset;c. Sub Bagian Perencanaan.
Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagianyang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukanurusan pengelolaan administrasi dan tatalaksana, ketatausahaan,rumah tangga, dan perlengkapan rumah tangga DinasPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagaiberikut :a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan administrasikepegawaian;b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan hukum;c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan kehumasan;d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan adminsitrasidan tata laksana;e. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaanketatausahaan;f. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan RumahTangga dan Perlengkapan;
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g. Menyusun rencana kebutuhan, penerimaan, penyimpanan,pengeluaran dan pendistribusian barang kantor;h. Mengurus pengadministrasian dan usul penghapusan barang;i. Melaksanakan dan menyiapkan laporan kegiatan Sub BagUmum dan Kepegawaian; danj. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
 Sub Bagian Keuangan dan Aset

1. Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melakukan urusanpengelolaan keuangan, pengelolaan aset, pelaksanaan anggaran,verifikasi, pembukuan, dan akuntansi serta pembinaanperbendaharaan.2. Rincian Tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset adalah sebagaiberikut:a. Menyiapkan bahan dan penyusunan rencana pelaksanaananggaran belanja;b. Menatausahakan keuangan berupa penerimaan, penyimpanan,penyetoran, pembayaran, penyerahan, danpertanggungjawaban pengeluaran;c. Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi atas suratpertanggungjawaban pengeluaran;d. Melaksanakan pembukuan dan akuntansi;e. Mengumpulkan dan mengolah data keuangan dan aset untukbahan penyusunan laporan keuangan dan aset;f. Mencatat dan mengklarifikasi serta menindaklanjuti laporanhasil pemeriksaan (LHP) pengawas fungsional terkait keuangandan aset.g. Menyiapkan bahan usulan pengangkatan dan pemberhentiancalon bendahara dan penanggungjawab/kuasa penggunaanggaran;
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h. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasikeuangan dan aset serta perbendaharaan;i. Melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatanSub Bagian Keuangan dan Aset; danj. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
 Sub Bagian Perencanaan

1. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan koordinasiperencanaan, pemantauan program, dan kegiatan DinasPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;2. Rincian Tugas Sub Bagian Perencanaan adalah sebagai berikut:a. Menyiapkan serta merumuskan perencanaan program dankegiatan;b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan dalam rangka perumusankebijakan, perencanaan program;c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pemantauan terhadappelaksanaan program;d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunanprogram kegiatan;e. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan LaporanAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP), LKPJ,LPPD, dan Laporan Bulanan;f. Melakukan dan menyiapkan laporan kegiatan terkaitperencanaan;g. Menghimpun dan menyusun RPJMD, RENSTRA, KUA, RKA, RKT,RENJA; danh. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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C. BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN KUALITAS KELUARGA

1. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga mempunyaitugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi,pelaksanaan kebijakan pemantauan, pembinaan, berdasarkan urusandan program sesuai ruang lingkup Kualitas Hidup Perempuan danKualitas Keluarga.2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas BidangKualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga mempunyai fungsisebagai berikut:a. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan diBidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga;b. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakanpenyelenggaraan Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi,Pengarusutamaan Gender Bidang Sospolkum, dan KualitasKeluarga;c. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan teknis penyelenggaraanPengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi, PengarusutamaanGender Bidang Sospolkum, dan Kualitas Keluarga;d. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapankebijakan teknis penyelenggaraan Pengarusutamaan GenderBidang Ekonomi, Pengarusutamaan Gender Bidang Sospolkum,dan Kualitas Keluarga;e. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi penerapankebijakan teknis penyelenggaraan Pengarusutamaan GenderBidang Ekonomi, Pengarusutamaan Gender Bidang Sospolkum,dan Kualitas Keluarga;f. Menyiapkan dan melakukan bimbingan teknis penerapankebijakan teknis penyelenggaraan Pengarusutamaan GenderBidang Ekonomi, Pengarusutamaan Gender Bidang Sospolkum,dan Kualitas Keluarga;
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g. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraanPengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi, PengarusutamaanGender Bidang Sospolkum dan Kualitas Keluarga; danh. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.3. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga dipimpin olehseorang Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawabkepada Kepala Dinas.Bidang Kualitas Hidup Perempuan, dan Kualitas Keluarga membawahi :1. Seksi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi;2. Seksi Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial, Politik, dan Hukum;3. Seksi Kualitas KeluargaMasing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang beradadibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kualitas HidupPerempuan, dan Kualitas Keluarga.
 Seksi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi1. Seksi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi mempunyai tugasmelaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis,pembinaan dan pelaksanaan pengarusutamaan gender danpemberdayaan perempuan dibidang ekonomi.2. Rincian tugas Seksi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomiadalah sebagai berikut :a. Menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaanpengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi;b. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakanpelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaanperempuan di bidang ekonomi;c. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan pelaksanaanpengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi;
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d. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapankebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender danpemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;e. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakanpelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaanperempuan di bidang ekonomi;f. Menyiapkan dan melakukan bimbingan teknis dan penerapankebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender danpemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;g. Menyiapkan dan melakukan kegiatan promosi di bidangPemberdayaan Perempuan;h. Menyiapkan data dan informasi pengarusutamaan gender dibidang ekonomi;i. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapankebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender danpemberdayaan perempuan di bidang; danj. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
 Seksi Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial, Politik, dan

Hukum1. Seksi Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial, Politik, dan Hukummempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusankebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan pengarusutamaan genderdan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik, dan hukum.2. Rincian tugas Seksi Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial, Politik,dan Hukum adalah sebagai berikut :a. Menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaanpengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang sosial, politik, dan hukum;
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b. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakanpelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaanperempuan di bidang sosial, politik, dan hukum;c. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan pelaksanaanpengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang sosial, politik, dan hukum;d. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapankebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender danpemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;e. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakanpelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaanperempuan di bidang sosial, politik, dan hukum;f. Menyiapkan dan melakukan bimbingan teknis dan penerapankebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender danpemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik, dan hukum;g. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapankebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender danpemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik, dan hukum;danh. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
 Seksi Kualitas Keluarga1. Seksi Kualitas Keluarga mempunyai tugas melaksanakan danmenyiapkan bahan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaanpengarusutamaan gender (PUG) dan pemberdayaan perempuanruang lingkup kualitas keluarga.2. Rincian tugas Seksi Kualitas Keluarga adalah sebagai berikut :a. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis pelaksanaanPengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dibidang kualitas keluarga;
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b. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapankebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender danpemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;c. Menyiapkan dan melakukan fasilitasi dan sosialisasi dandistribusi penerapan kebijakan teknis pengarusutamaan genderdan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;d. Menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedialayanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkankesetaraan gender;e. Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknispemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasikemasyarakatan dan pengelolaan pelayanan dan pembinaankualitas keluarga;f. Melaksanakan pelatihan dan pembinaan terhadap PeningkatanPeran Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS) danGerakan Sayang Ibu (GSI);g. Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan,penerapan kebijakan pengarusutamaan gender danpemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga; danh. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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D. BIDANG TUMBUH KEMBANG ANAK1. Bidang Tumbuh Kembang Anak mempunyai tugas menyiapkan bahanperumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, sosialisasipelaksanaan kebijakan, pemantauan, pembinaaan terhadap  ruanglingkup Tumbuh Kembang Anak.2. Dalam melaksanakan tugas Bidang Tumbuh Kembang Anakmempunyai fungsi sebagai berikut:a. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraanpemenuhan Hak Anak di bidang kesehatan dasar dankesejahteraan ;b. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakanpenyelenggaraan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasardan kesejahteraan;c. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan teknis fasilitasisosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak dibidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;d. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapankebijakan teknis pemenuhan hak anak di bidang hak sipil,informasi dan partisipasi;e. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakanpemenuhan hak anak di bidang hak sipil dan partisipasi;f. Menyiapkan dan melakukan bimbingan teknis penguatan danpengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitashidup anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;g. Menyiapkan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak,perlindungan hak anak atas pengasuhan, keluarga danlingkungan;h. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakanpemenuhan hak anak atas pengasuhan, keluarga dan lingkungan;
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i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan perlindunganhak anak atas pendidikan, kesehatan, partisipasi anak,pengasuhan, keluarga dan lingkungan;danj. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
3. Bidang Tumbuh Kembang Anak dipimpin oleh seorang KepalaBidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada KepalaDinas.Bidang Bidang Tumbuh Kembang Anak membawahi :1. Seksi Perlindungan Hak Anak atas Kesehatan dan KesejahteraanAnak;2. Seksi Perlindungan Hak Anak atas Pendidikan, Kreatifitas danPastisipasi;3. Seksi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan, Keluarga danLingkungan;
Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang beradadibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang TumbuhKembang Anak.
 Seksi Perlindungan Hak Anak atas Kesehatan dan

Kesejahteraan Anak1. Seksi Perlindungan Hak Anak Atas Kesehatan dan KesejahteraanAnak mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahanperumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan berdasarkanurusan program sesuai ruang lingkup Tumbuh Kembang Anak yangberkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sesuai urusan yang menjadikewenangan Seksi Perlindungan Hak Anak Atas Kesehatan danKesejahteraan Anak.2. Rincian tugas Seksi Perlindungan Hak Anak Atas Kesehatan danKesejahteraan Anak, sebagai berikut :



Dinas  Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

LKIP Dinas  Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Lampung Tahun 2021

I - 19

a. Menyiapkan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak dibidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;b. Menyiapkan forum koordinasi dan sinkronisasi penerapankebijakan pemenuhan hak anak  di bidang kesehatan dasar dankesejahteraan;c. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakanpemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dankesejahteraan;d. Menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedialayanan peningkatan kualitas hidup anak di bidang kesehatandasar dan kesejahteraan;e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapankebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dankesejahteraan; danf. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
 Seksi Perlindungan Hak Anak Atas Pendidikan, Kreatifitas dan

Partisipasi Anak1. Seksi Perlindungan Hak Anak Atas Pendidikan, Kreatifitas danPartisipasi Anak mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkanbahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaanberdasarkan urusan program sesuai ruang lingkup TumbuhKembang Anak yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sesuaiurusan yang menjadi kewenangan Seksi Perlindungan Hak AnakAtas Pendidikan, Kreatifitas dan Partisipasi Anak.2. Rincian tugas Seksi Perlindungan Hak Anak Atas Pendidikan,Kreatifitas dan Partisipasi Anak, sebagai berikut :a. Menyiapkan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak dibidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
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b. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakanpemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi danpartisipasi;c. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anakdi bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;d. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakanpemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi danpartisipasi;e. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakanpemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi danpartisipasi;danf. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
 Seksi Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan, Keluarga dan

Lingkungan

1. Seksi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan, Keluarga danLingkungan mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahanperumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan berdasarkanurusan program sesuai ruang lingkup Tumbuh Kembang Anak yangberkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sesuai urusan yang menjadikewenangan Seksi Perlindungan Hak Anak Atas Pengasuhan,Keluarga dan Lingkungan.2. Rincian tugas Seksi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan, Keluargadan Lingkungan sebagai berikut:a. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pemenuhan hakanak atas pengasuhan, keluarga dan lingkungan;b. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidangpemenuhan hak anak atas pengasuhan, keluarga danlingkungan;
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c. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan di bidang pemenuhanhak anak atas pengasuhan, keluarga dan lingkungan;d. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakandi bidang pemenuhan hak anak atas pengasuhan, keluarga danlingkungan;e. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang pemenuhan hak anak atas pengasuhan, keluarga danlingkungan;danf. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
E. BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK

1. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak mempunyai tugasmenyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi,sosialisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pembinaan terhadappencegahan, penanganan dan perlindungan perempuan dan anakberdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup perlindunganhak perempuan dan anak.2. Dalam melaksanakan tugas Bidang Perlindungan Hak Perempuan danAnak mempunyai fungsi sebagai berikut :a. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis dibidang, pencegahan,penanganan dan perlindungan perempuan dan anak korbankekerasan di dalam rumah tangga, ketenagakerjaan situasi darurat,kondisi khusus, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) danAnak dalam situasi darurat, pornografi dan porno aksi,perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi,perlindungan anak berkebutuhan khusus, kekerasan danekpsloitasi;b. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapankebijakan dibidang, pencegahan, penanganan dan perlindunganperempuan dan anak korban kekerasan di dalam rumah tangga,
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ketenagakerjaan, situasi darurat, kondisi khusus, tindak pidanaperdagangan orang (TPPO) dan Anak dalam situasi darurat,pornografi dan porno aksi, perlindungan anak berhadapan denganhukum dan stigmatisasi, perlindungan anak berkebutuhan khusus,kekerasan dan ekpsloitasi;c. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi  kebijakandibidang, pencegahan, penanganan dan perlindungan perempuandan anak korban kekerasan di dalam rumah tangga,ketenagakerjaan situasi darurat, kondisi khusus, tindak pidanaperdagangan orang (TPPO) dan Anak dalam situasi darurat,pornografi dan porno aksi, perlindungan anak berhadapan denganhukum dan stigmatisasi, perlindungan anak berkebutuhan khusus,kekerasan dan ekpsloitasi;d. Menyiapkan dan melakukan bimbingan tekhnis penerapankebijakan dibidang, pencegahan, penanganan dan perlindunganperempuan dan anak korban kekerasan di dalam rumah tangga,ketenagakerjaan situasi darurat, kondisi khusus, tindak pidanaperdagangan orang (TPPO) dan Anak dalam situasi darurat,pornografi dan porno aksi, perlindungan anak berhadapan denganhukum dan stigmatisasi, perlindungan anak berkebutuhan khusus,kekerasan dan ekpsloitasi;e. Melakukan pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporanpenerapan kebijakan dibidang, pencegahan, penanganan danperlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di dalamrumah tangga, ketenagakerjaan situasi darurat, kondisi khusus,tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan Anak dalam situasidarurat, pornografi dan porno aksi, perlindungan anak berhadapandengan hukum dan stigmatisasi, perlindungan anak berkebutuhankhusus, kekerasan dan ekpsloitasi;
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f. Menyiapkan data dan informasi korban kekerasan terhadapperempuan dan anak di dalam rumah tangga, ketenagakerjaansituasi darurat, kondisi khusus, tindak pidana perdagangan orang(TPPO) dan Anak dalam situasi darurat, pornografi dan porno aksi,perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi,perlindungan anak berkebutuhan khusus, kekerasan danekpsloitasi;dang. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
3. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dipimpin olehseorang Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak membawahi :

1. Seksi Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dari Kekerasan DalamRumah Tangga (KDRT), Situasi Khusus dan Darurat;2. Seksi Perlindungan Hak Perempuan dan Anak DalamKetenagakerjaan Dan TPPO3. Seksi Perlindungan Anak
Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang beradadibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang PerlindunganHak Perempuan dan Anak.
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 Seksi Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dari Kekerasan

Dalam Rumah Tangga (KDRT), Situasi Khusus dan Darurat

1. Seksi Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dari Kekerasan DalamRumah Tangga (KDRT), Situasi Khusus dan Darurat mempunyaitugas melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakanteknis, pembinaan, pelaksanaan berdasarkan urusan program sesuairuang lingkup Perlindungan Perempuan dan Anak dari KDRT, SituasiKhusus dan Darurat yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatansesuai urusan yang menjadi kewenangan Seksi Perlindungan HakPerempuan dan Anak dari KDRT, Situasi Khusus dan Darurat.2. Rincian tugas Seksi Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dariKekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Situasi Khusus danDarurat sebagai berikut :a. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis dibidang pencegahan,penanganan dan perlindungan hak perempuan dan anak korbanKDRT, Situasi Khusus dan Darurat;b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakandibidang pencegahan, penanganan dan perlindunganperempuan dan anak  korban KDRT, Situasi Khusus dan Darurat;c. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang pencegahan, penanganan dan perlindungan perempuandan anak  korban KDRT, Situasi Khusus dan Darurat;d. Menyiapkan dan melakukan bimbingan teknis penerapankebijakan di bidang pencegahan, penanganan dan perlindunganperempuan dan anak korban KDRT, Situasi Khusus dan Darurat;e. Menyiapkan data dan informasi kekerasan terhadap perempuandan anak  korban KDRT, Situasi Khusus dan Darurat;
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f. Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporanpenerapan  kebijakan di bidang pencegahan, penanganan danperlindungan perempuan dan anak  korban KDRT, SituasiKhusus dan Darurat;dang. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
 Seksi Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam

Ketenagakerjaan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang

(TPPO)a. Seksi Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalamKetenagakerjaan dan Tindak Pidana Perdagangan Orangmempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusankebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan berdasarkan urusanprogram sesuai ruang lingkup Perlidungan Hak Perempuan danAnak dalam ketenagakerjaan dan Tindak Pidana Perdagangan Orangyang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sesuai urusan yangmenjadi kewenangan Seksi Perlidungan Hak Perempuan dan Anakdalam ketenagakerjaan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang.b. Rincian Tugas Seksi Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalamketenagakerjaan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagaiberikut:a. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis dibidang pencegahan,penanganan dan perlindungan perempuan dan anak  dalamketenagakerjaan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang.b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakandibidang pencegahan, penanganan dan perlindunganperempuan dan anak  dalam ketenagakerjaan dan TindakPidana Perdagangan Orang.
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c. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang pencegahan, penanganan dan perlindungan perempuandan anak  dalam ketenagakerjaan dan Tindak PidanaPerdagangan Orang.d. Menyiapkan dan melakukan bimbingan teknis penerapankebijakan di bidang pencegahan, penanganan dan perlindunganperempuan dan anak  dalam ketenagakerjaan dan TindakPidana Perdagangan Orang.e. Menyiapkan data dan informasi korban kekerasan  perempuandan anak  dalam ketenagakerjaan dan Tindak PidanaPerdagangan Orang.f. Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporanpenerapan  kebijakan di bidang pencegahan, penanganan danperlindungan perempuan dan anak  dalam ketenagakerjaan danTindak Pidana Perdagangan Orang.g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
 Seksi Perlindungan Anak

1. Seksi Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan danmenyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,pelaksanaan berdasarkan urusan program sesuai ruang lingkupanak dalam situasi darurat, pornografi dan pornoaksi, perlindungananak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi, perlindungananak berkebutuhan khusus, kekerasan dan eksploitasi perlindungananak yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sesuai urusanyang menjadi kewenangan Seksi Perlindungan Anak2. Rincian tugas Seksi Perlindungan Anak sebagai berikut :a. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis dibidang pencegahan,penanganan dan perlindungan anak dalam situasi darurat,pornografi, dan pornoaksi, perlindungan anak berhadapan
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dengan hukum dan stigmatisasi, perlindungan anakberkebutuhan khusus, kekerasan dan eksploitasi;b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakandibidang pencegahan, penanganan dan perlindungan anakdalam situasi darurat, pornografi, dan pornoaksi, perlindungananak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi, perlindungananak berkebutuhan khusus, kekerasan dan eksploitasi;c. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakandibidang pencegahan, penanganan dan perlindungan anakdalam situasi darurat, pornografi, dan pornoaksi, perlindungananak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi, perlindungananak berkebutuhan khusus, kekerasan dan eksploitasi;d. Menyiapkan dan melakukan bimbingan tekhnis penerapankebijakan di bidang pencegahan, penanganan dan perlindungananak dalam situasi darurat, pornografi, dan pornoaksi,perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi,perlindungan anak berkebutuhan khusus, kekerasan daneksploitasi;e. Menyiapkan data dan informasi kekerasan terhadap anak danperlindungan anak dalam situasi darurat, pornografi, danpornoaksi, perlindungan anak berhadapan dengan hukum danstigmatisasi, perlindungan anak berkebutuhan khusus,kekerasan dan eksploitasi;f. Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporanpenerapan  kebijakan di bidang perlindungan anak dalam situasidarurat, pornografi, dan pornoaksi, perlindungan anakberhadapan dengan hukum dan stigmatisasi, perlindungan anakberkebutuhan khusus, kekerasan dan eksploitasi;dang. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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F. BIDANG DATA GENDER DAN ANAK DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

1. Bidang Data Gender dan Anak dan Partisipasi Masyarakat mempunyaitugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi,pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pembinaan, berdasarkan urusandan program sesuai ruang lingkup Data Gender dan Anak, PartisipasiMasyarakat, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi.2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Bidang Datadan Anak dan Patisipasi Masyarakat mempunyai fungsi sebagaiberikut:a. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan DataGender dan Anak, dan Partisipasi Masyarakat, dan Komunikasi,Informasi dan Edukasi.b. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakanpenyelenggaraan Data Gender dan Anak dan Partisipasi Masyarakat,dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi;c. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan teknis penyelenggaraanData Gender dan Anak, dan Partisipasi Masyarakat, dan Komunikasi,Informasi dan Edukasi;d. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapankebijakan teknis penyelenggaraan Data Gender dan Anak danPartisipasi Masyarakat;e. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi penerapan kebijakanteknis penyelenggaraan Data Gender dan Anak, dan PartisipasiMasyarakat, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi;f. Menyiapkan dan melakukan bimbingan teknis penerapan kebijakanteknis penyelenggaraan Data Gender dan Anak, dan PartisipasiMasyarakat, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi;g. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan DataGender dan Anak, dan Partisipasi Masyarakat, dan Komunikasi,Informasi dan Edukasi;
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h. Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak serta pengelolaan SistemInformasi Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni-PPA);i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
3. Bidang Data Gender dan Anak dan Partisipasi Masyarakat dipimpin olehseorang Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawabkepada Kepala Dinas.

Bidang Data Gender dan Anak dan Partisipasi Masyarakat membawahi :1. Seksi Data dan Informasi Gender;2. Seksi Partisipasi Masyarakat;3. Seksi Komunikasi, Informasi dan Edukasi
Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang beradadibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Data Gender danAnak dan Partisipasi Masyarakat.
 Seksi Data dan Informasi Gender

1. Seksi Data dan Informasi Gender mempunyai tugas melaksanakandan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,pelaksanaan berdasarkan urusan program sesuai ruang lingkupData dan Informasi Gender.2. Rincian tugas Seksi Data dan Informasi Gender sebagai berikut:a. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pengumpulan,pengolahan, analisis, penyajian data gender dan anak, serta datakekerasan terhadap perempuan dan anak;b. Menyiapkan perumusan kajian pengumpulan, pengolahan,analisis, penyajian data gender dan anak, serta data kekerasanterhadap perempuan dan anak;c. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapankebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian data
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gender dan anak, serta data kekerasan terhadap perempuan dananak;d. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakanpengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian data gender dananak, serta data kekerasan terhadap perempuan dan anak;e. Menyiapkan dan melakukan bimbingan teknis penerapankebijakan teknis pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajiandata gender dan anak, serta data kekerasan terhadap perempuandan anak;f. Menyiapkan bahan materi paparan di seksi data dan informasigender;g. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakanpengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dananak, dan data kekerasan terhadap perempuan dan anak; danh. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
 Seksi Partisipasi Masyarakat1. Seksi Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan danmenyiapkan bahan kebijakan teknis ruang lingkup PartisipasiMasyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan PartisipasiMasyarakat melalui lembaga profesi, dunia usaha, media danorganisasi keagamaan dan kemasyarakatan.2. Rincian tugas Seksi Partisipasi Masyarakat sebagai berikut :a. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis Partisipasi Masyarakatmelalui lembaga profesi, dunia usaha, media dan organisasikeagamaan dan kemasyarakatan;b. Menyiapkan forum koordinasi Partisipasi Masyarakat melaluilembaga profesi, dunia usaha, media dan organisasi keagamaandan kemasyarakatan;
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c. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapankebijakan teknis Partisipasi Masyarakat melalui lembaga profesi,dunia usaha, media dan organisasi keagamaan dankemasyarakatan;d. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi penerapankebijakan teknis Partisipasi Masyarakat melalui lembaga profesi,dunia usaha, media dan organisasi keagamaan dankemasyarakatan;e. Menyiapkan dan melakukan bimbingan teknis penerapankebijakan teknis Partisipasi Masyarakat melalui lembaga profesi,dunia usaha, media dan organisasi keagamaan dankemasyarakatan;f. Menyiapkan bahan materi paparan di seksi PartisipasiMasyarakat;g. Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporanpenerapan kebijakan teknis partisipasi masyarakat melaluilembaga profesi, dunia usaha, media dan organisasi keagamaandan kemasyarakatan ; danh. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
 Seksi Komunikasi, Informasi dan Edukasi1. Seksi Komunikasi, Informasi dan Edukasi mempunyai tugasmelaksanakan dan menyiapkan bahan kebijakan teknis ruanglingkup Komunikasi, Informasi dan Edukasi PemberdayaanPerempuan dan Perlindungan Anak2. Rincian tugas Seksi Komunikasi, Informasi dan Edukasi sebagaiberikut :a. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis melaluipengembangan desain program, pengelolaan, dan pelaksanaankomunikasi, informasi dan edukasi pemberdayaan perempuandan perlindungan anak;
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b. Menyiapkan bahan komunikasi, informasi dan edukasipemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;c. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapankebijakan teknis komunikasi, informasi dan edukasipemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;d. Menyiapkan dan melakukan fasilitasi, sosialisasi dan distribusipenerapan kebijakan teknis komunikasi, informasi danedukasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;e. Menyiapkan dan melakukan bimbingan teknis penerapankebijakan teknis komunikasi, informasi dan edukasipemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;f. Menyiapkan bahan materi paparan di seksi komunikasi,informasi dan edukasi;g. Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporanpenerapan kebijakan teknis komunikasi, informasi dan edukasipemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; danh. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
G. BIDANG PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA

BERENCANA1. Bidang Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencanamempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi,dan koordinasi dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana,keluarga sejahtera dan penggerakan masyarakat.2. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengendalian Kependudukan danKeluarga Berencana mempunyai fungsi sebagai berikut :a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi,koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasipelaksanaan program di bidang pengendalian penduduk;b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi,koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi
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pelaksanaan program di bidang keluarga berencana dan kesehatanreproduksi;c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi,koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasipelaksanaan program di bidang keluarga sejahtera danpenggerakan masyarakat; dand. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
3. Bidang Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencanadipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang berada dibawah danbertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencanamembawahi :a. Seksi Bidang Pengendalian Penduduk;b. Seksi Bidang Keluarga Berencana;c. Seksi Bidang Keluarga Sejahtera dan Penggerakan Masyarakat;
Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang beradadibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang PengendalianKependudukan dan Keluarga Berencana.
 Seksi Pengendalian Penduduk1. Seksi Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis,fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan danevaluasi pelaksanaan program di bidang pengendalian penduduk.2. Rincian tugas Seksi Pengendalian Penduduk sebagai berikut:a. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis daerah, fasilitasi dankoordinasi di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan danadvokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE);
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b. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dankoordinasi pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, danpelaporan data kependudukan dan keluarga berencana;c. Melaksanakan dan menyiapkan pemantauan dan evaluasi;d. Menyiapkan laporan dan melaksanakan kegiatan seksipengendalian penduduk; dane. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
 Seksi Keluarga Berencana

1. Seksi Keluarga Berencana mempunyai tugas melakukan penyiapanbahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi dibidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
2. Rincian Tugas Seksi Keluarga Berencana sebagai berikut:a. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis daerah, fasilitasi dankoordinasi di bidang keluarga berencana dan kesehatanreproduksi (KB-KR);b. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dankoordinasi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB;c. Melaksanakan dan menyiapkan pemantauan dan evaluasipelaksanaan program keluarga berencana dan kesehatanreproduksi;d. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan seksi keluargaberencana.e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
 Seksi Keluarga Sejahtera dan Penggerakan Masyarakat1. Seksi Keluarga Sejahtera dan Penggerakan Masyarakat mempunyaitugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi di Bidang KeluargaSejahtera dan Penggerakan Masyarakat.



Dinas  Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

LKIP Dinas  Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Lampung Tahun 2021

I - 35

2. Rincian tugas Seksi Keluarga Sejahtera dan Penggerakan Masyarakatsebagai berikut :a. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dankoordinasi pembinaan ketahanan keluarga balita anak danremaja serta lansia;b. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dankoordinasi pembinaan dan pengembangan ekonomi keluargadan pemberdayaan keluarga sejahtera;c. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasipelaksanaan pemberdayaan peran masyarakat;d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasipelaksanaan program keluarga sejahtera dan penggerakanmasyarakat;e. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan seksi KeluargaSejahtera dan Penggerakan Masyarakat;danf. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
G. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Pada Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi

Lampung

1. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugasmelaksanakan kegiatan teknis operasional di Provinsi Lampungdalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yangmengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khususdan masalah lainnya.2. Untuk menyelenggarakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat(1), UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi :a. Pelayanan pengaduan masyarakat;b. Penjangkauan korban;c. Pengelolaan kasus;



Dinas  Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

LKIP Dinas  Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Lampung Tahun 2021

I - 36

d. Penampungan sementara;e. Pelaksanaan mediasi;f. Pelaksanaan pendampingan korban.3. Susunan Organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiridari :a. Kepala;b. Sub Bagian Tata Usaha;c. Seksi Pengaduan;d. Seksi Tindak Lanjut; dane. Kelompok Jabatan Fungsional;4. Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian TataUsaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada KepalaUPTD.5. Seksi-seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yangberada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.6. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang pejabatfungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawabkepada Kepala UPTD.
 Kepala UPTD1. Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyaitugas memimpin dan mengendalikan dalammenyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dananak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi,perlindungan khusus dan masalah lainnya.2. Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyaifungsi :a. Mengkoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatanpenyelenggaraan layanan di UPTD PerlindunganPerempuan dan Anak;
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b. Menyusun program kerja UPTD Perlindungan Perempuandan Anak;c. Menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;d. Mengevaluasi hasil kerja UPTD Perlindungan Perempuandan Anak;e. Membina dan meningkatkan kemampuan para pegawaidalam lingkungan UPTD Perlindungan Perempuan danAnak; danf. Melaksanakan administrasi UPTD PerlindunganPerempuan dan Anak.
 Sub Bagian Tata Usaha1. Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala SubBagian Tata Usaha dan mempunyai tugas melaksanakan danmenyiapkan bahan pelaksanaan tugas di bidangketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga danasset, meliputi :a. Menyiapkan penyusunan rencana program dan anggaran;b. Melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan;c. Menyiapkan bahan administrasi sumber daya manusia;d. Melaksanakan urusan ketatausahaan dan pencatatan datakorban;e. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan; danf. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.
 Seksi Pengaduan1. Seksi Pengaduan dipimpin oleh seorang Kepala SeksiPengaduan dan mempunyai tugas menerima pengaduan danmenyiapkan pelayanan dan penanganan kasus kekerasanterhadap perempuan dan anak, meliputi :
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a. Melakukan penerimaan dan klarifikasi pengaduanmasyarakat;b. Melakukan penjangkauan korban yang dilaporkan secaratidak langsung;c. Melakukan pengelolaan kasus;d. Melindungi korban di penampungan sementara; dane. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
 Seksi Tindak Lanjut1. Seksi Tindak Lanjut mempunyai tugas melaksanakan danmenindaklanjuti penanganan kekerasan terhadapperempuan dan anak, meliputi :a. Melaksanakan mediasi;b. Melakukan pendampingan hokum pada saat prosesdiversi, restitusi dan pendampingan pada saat prosesperadilan, serta bantuan hukum lainnya;c. Melakukan pendampingan korban dalam upayapemulihan; dand. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.4Isu StrategisIsu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harusdiperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karenadampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang.Berikut adalah isu-isu strategis pada Dinas Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak Provinsi Lampung :1 Tingginya ketimpangan gender di Provinsi Lampung, terlihatbahwa perempuan belum dapat menikmati hasil pembangunansecara adil dibandingkan laki-laki.
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2 Masih lemahnya perlindungan bagi perempuan dan anak terhadaptindak kekerasan serta belum optimalnya penanganan tindakkekerasan anak dan perempuan.3 Belum terpenuhinya hak-hak anak hampir di semua sektorsehingga pembangunan dirasa belum berpihak kepada anak.4 Upaya peningkatan kualitas SDM OPD dalam rangka penyusunanPerencanaan dan Penganggaran yang responsif gender (PPRG)5 Pemahaman eksekutif maupun legislative tentangPengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan sebagaisuatu strategi pembangunan, yang mendukung keberhasilanpembangunan di segala bidang perlu untuk ditingkatkan6 Kurangnya pemahaman dan komitmen para pimpinan daerahterhadap penyelenggaraan Pembangunan PPPA7 Kurangnya komunikasi Informasi dan edukasi (KIE) terhadapPembangunan PPPA8 Belum Optimalnya produk hukum daerah sebagai tindaklanjut/implementasi Peraturan Perundang-Undangan di bidangpembangunan PPPA9 Masih Tingginya kasus kekerasan terhadap Perempuan dan anak10 masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunanPPPA (3ends)11 Masih Rendahnya Pemenuhan Hak-hak anak di Kab/kota12 Masih terjadinya kesenjangan akses ekonomi terhadap perempuan13 Masih	 rendahnya	 kesadaran	 masyarakat	 terhadap	 program	keluarga	berencana
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1.5Landasan HukumLaporan Kinerja (LKj) Dinas Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak Provinsi Lampung ini disusun berdasarkan beberapalandasan hukum sebagai berikut :1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraanNegara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerahsebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun2020 tentang Cipta Kerja;4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang PelaporanKeuangan dan Kinerja Instansi PEMERINTAH (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4614);6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SistemAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan EvaluasiPembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan PeraturanDaerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah DanRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata CaraPerubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana KerjaPemerintah Daerah;
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8. Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang PetunjukTeknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atasLaporan Kinerja Instansi Pemerintah.9. Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang EvaluasiAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan AnggaranPendataan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan AtasPeraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ProvinsiLampung Tahun 2019 – 2024;12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2020 tentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;13. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk TeknisPenyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara ReviuAtas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung.14. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja PerangkatDaerah Provinsi Lampung.15. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang PenjabaranPerubahan Anggaran Pendataan dan Belanja Daerah Provinsi LampungTahun Anggaran 2021.
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1.6 Inovasi Terbaru1. Pembuatan Baleho Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak Provinsi Lampung2. Pembuatan Video Pendek Tahun 20203. Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP)4. Pembangunan Ketahanan Keluarga5. Advokasi, Monitoring, dan Evaluasi Aplikasi Aplikasi PUG dan TimPenggerak PPRG (Driver)6. Rapat Evaluasi KLA dalam rangka persiapan KLA Tahun 2021 berbasisWebsite, Bimbingan Teknis Informasi Layak Anak, Pembahasan DraftPergub Pedoman Pembinaan, Pengembangan KLA Provinsi Lampungdan Rakor Rencana Aksi Daerah KLA7. Penerimaan Pengaduan secara Langsung dan Online, PenjangkauanKorban, Pengelolaan Kasus, Tempat Penampungan Korban Kekerasan,Mediasi  serta Rakor Peningkatan Kualitas Pelayanan Terhadap korbanKekerasan Pada Perempuan dan Anak di UPTD PPA/P2TP2A8. Pembentukan Klinik Perencanaan Penganggaran Responsif Gender(PPRG)



Dinas  Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

LKIP Dinas  Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Lampung Tahun 2021

I - 43

1.7Sistematika PenulisanPenyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahProvinsi Lampung Tahun 2020 adalah :BAB I PENDAHULUANMeliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yangdihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.BAB II PERENCANAAN KINERJAMeliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu.BAB III AKUNTABILITAS KINERJAMeliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan AnalisisCapaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.BAB IV PENUTUP
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BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1Renstra 2019-2024

A. Visi dan MisiRenstra Dinas  Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan AnakProvinsi Lampung ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerahsebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 yaitu“RAKYAT LAMPUNG BERJAYA” (Aman, Berbudaya, Maju dan Berdaya Saing,Sejahtera). Makna dari Visi tersebut bagi Dinas Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak Provinsi Lampung adalah :1. Kesetaraan gender dan keadilan gender adalah hasil dari ketiadaandiskriminasi berdasarkan jenis kelamin atas dasar kesempatan, alokasisumber daya atau manfaat dan akses terhadap pelayanan. Strategiditujukan kepada perempuan yang sudah berdaya sehingga diarahkankepada upaya bagi mereka untuk mencapai tahap kemandirian dalammemberdayakan diri dan orang lain, untuk menuju kesetaraan gender danselanjutnya terhadap perempuan belum berdaya agar dapat menjadiberdaya sehingga mampu untuk berpartisipasi dalam pembangunannasional sebagai subyek pembangunan;2. Perlindungan perempuan dan anak adalah segala kegiatan untukmenjamin dan melindungi perempuan dan anak dan haknya agar dapathidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuaidengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungandari kekerasan dan diskriminasi;3. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang didalamnya tercakup rasatenteram, aman, dan damai. Secara spesifik, sejahtera diartikan sebagaikeadaan lahiriah yang diperoleh dalam kehidupan duniawi meliputi
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kesehatan, sandang, pangan, papan, politik, perlindungan hak asasi, danditerima dalam pergaulan masyarakat yang beradab.Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah ProvinsiLampung Tahun 2019-2024, dirumuskan 6 (enam) misi sebagai berikut:1. Misi 1 : Menciptakan Kehidupan yang Religius (Agamis), Berbudaya,Aman dan Damai.2. Misi 2 : Mewujudkan “Good Governance” untuk meningkatkan Kualitasdan Pemerataan Pelayanan Publik.
3. Misi 3 : Meningkatkan Kualitas SDM, dan Mengembangkan Upaya

Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Penyandang

Disabilitas.4. Misi 4 : Mengembangkan Infrastruktur Guna Meningkatkan EfisiensiProduksi dan Konektivitas Wilayah.5. Misi 5 : Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat BerbasisPertanian, dan Wilayah Pedesaan yang seimbang dengan WilayahPerkotaan.6. Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan untukKesejahteraan Bersama
Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak Provinsi Lampung mendukung pencapaian misi ke

Tiga “Meningkatkan Kualitas SDM, dan Mengembangkan Upaya

Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Penyandang

Disabilitas” untuk urusan Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak.
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B. Tujuan, Sasaran, dan IndikatorTujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangkawaktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacukepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisastrategis.Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh IstansiPemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktuyang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalamkurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengantujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visidan Misi Dinas  Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun2019-2024 sebanyak lima sasaran strategis.Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilantersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target DinasPemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampungsebagai berikut:
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Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja

Dinas  Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung

No Tujuan Indikator
Tujuan Sasaran Indikator

Kinerja

Target Kinerja Pada Tahun

2020 2021 2022 2023 20241. MeningkatkanPengarusutamaan Gender danPerlindunganAnak
PersentaseAnggaranResponsifGenderterhadapAPBD

a. MeningkatkanProporsiAnggaranResponsifGenderterhadap APBD
PersentaseAnggaranResponsifGenderterhadapAPBD

0,80% 2,82% 3,00% 3,10% 3,20%
JumlahKabupaten/Kota LayakAnak diProvinsiLampung

b. MeningkatkanCapaianKabupaten/Kota LayakAnak diProvinsiLampung

PersentaseKabupaten/Kota LayakAnak diProvinsiLampung
53,33% 86,67% 100% 100% 100%

PersentaseTerselesaikannya KasusKekerasanTerhadapPerempuandan Anak

c. MeningkatkanPerlindunganTerhadapPerempuandan Anak
Persentasekorbankekerasanterhadapperempuan danAnak yangmendapatlayananpenanganankomprehensif

100% 100% 100% 100% 100%

2. MeningkatkanPartisipasiKeluargaBerencana(KB).
Cakupan KBAktif a. MeningkatkanPartisipasiKeluargaBerencana (KB)

Cakupan KBAktif 15.9% 66,88% 67,29% 67,71% 68,24%
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C. Indikator Kinerja Utama T.A. 2021Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapantata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan MenteriNegara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di LingkunganInstansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukurankeberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.Dinas  Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampungtelah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja PerangkatDaerah Nomor: SK / 10 /V.08.2019 tanggal Januari 2019 dan melaluiKeputusan Gubernur Lampung Nomor : G/770/B.09/HK/2019 tentangIndikator Kinerja Utama RPJMD Provinsi Lampung dan Indikator KinerjaUtama SKPD Tahun 2019-2024.Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas  PemberdayaanPerempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung tahun 2021 adalahsebagai berikut:
Tabel 2.2

Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas  Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung

Tahun 2021
No Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian %1 Persentase Anggaran ResponsifGender terhadap APBD % 2,82 4,59 162,77

2 Persentase Kabupaten/ Kota LayakAnak di Provinsi Lampung % 86,67 86,67 100

3 Persentase korban kekerasanterhadap perempuan dan Anak yangmendapat layanan penanganankomprehensif
% 100 100 100

4 Cakupan KB Aktif % 66,88 74,52 111,42
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Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat capaian kinerja utama DinasPemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahunanggaran 2021. Secara umum Dinas Pemberdayaan Perempuan DanPerlindungan Anak Provinsi Lampung dapat melaksanakan tugas dalamrangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra2019-2024.
D. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Tabel 2.3 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target1 Meningkatkan Proporsi AnggaranResponsif Gender terhadap APBD Persentase Anggaran ResponsifGender terhadap APBD 2,82%
2 Meningkatkan Capaian Kabupaten/Kota Layak Anak di ProvinsiLampung Persentase Kabupaten/ KotaLayak Anak di Provinsi Lampung 86,67%
3 Meningkatkan PerlindunganTerhadap Perempuan dan Anak Persentase korban kekerasanterhadap perempuan dan Anakyang mendapat layananpenanganan komprehensif

100 %
4 Meningkatkan Partisipasi KeluargaBerencana (KB) Cakupan KB Aktif 66,88%
No Program Anggaran(Rp) Keterangan1 Program Penunjang Urusan PemerintahanDaerah 12.296.631.700 P-APBD2 Program Pengarusutamaan Gender DanPemberdayaan Perempuan 388.145.000 P-APBD3 Program Perlindungan Perempuan 1.273.390.950 P-APBD4 Program Peningkatan Kualitas Keluarga 416.100.400 P-APBD5 Program Pengelolaan Sistem Data GenderDan Anak 359.027.200 P-APBD
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No Program Anggaran(Rp) Keterangan6 Program Pemenuhan Hak Anak (Pha) 494.532.000 P-APBD7 Program Perlindungan Khusus Anak 111.098.000 P-APBD8 Program Pengendalian Penduduk 48.652.000 P-APBD9 Program Pembinaan Keluarga Berencana(Kb) 61.302.000 P-APBD10 Program Pemberdayaan Dan PeningkatanKeluarga Sejahtera (Ks) 176.086.000 P-APBD
Jumlah 15.624.965.250 P-APBD
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dariperorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenaikeberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepadapihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberiamanah. Dinas  Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak ProvinsiLampung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajibanberakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja DinasPemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung yangdibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang PerbaikanPedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan PeraturanMenteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, PelaporanKinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian targetmasing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumenRenstra Tahun 2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2021 Sesuai denganketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilaikeberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi DinasPemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
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3.1 Kerangka Pengukuran KinerjaPengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dankegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yangtelah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansipemerintah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, PelaporanKinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkanpengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaiankinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjasasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaiansasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atascapaian indikator kinerja sasaran.Predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja denganpendekatan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :
Tabel 3.1

Skala Pencapaian Kinerja Sasaran
No Kategori/Interpretasi Realisasi Kinerja Kode Warna1 Sangat Tinggi 90≤1002 Tinggi 76≤903 Sedang 66≤754 Rendah 51≤655 Sangat Rendah ≤50
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Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisispencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparanmengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yangdiharapkan.

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran dan Indikator IKU Dinas PPPA 2019-2024

Tujuan Sasaran Indikator

Tujuan 1 Sasaran 1 1 Indikator

Sasaran 2 1 Indikator

Sasaran 3 1 Indikator

Sasaran 4 1 Indikator

Dalam laporan ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan DanPerlindungan Anak Provinsi Lampung dapat memberikan gambaranpenilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompokindikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasarandari masing-masing indicator kinerja sasaran yang ditetapkan dalamdokumen Renstra 2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuaiketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilaikeberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansipemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian KinerjaDinas  Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2021,hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Dinas  Pemberdayaan PerempuanDan  Perlindungan  Anak  berdasarkan Peraturan  Daerah  Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021, telah ditetapkan  sebanyak 5 sasaran dan sebanyak 5 indikator  kinerja  (out  comes)  dengan  rincian  sebagai berikut :
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3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 2021

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama DinasPemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampungtahun 2021 menunjukan hasil sebagai berikut:
Tabel 3.3

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas  Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2021

No Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian %

1 Persentase Anggaran ResponsifGender terhadap APBD % 2,82 4,66 165,25

2 Persentase Kabupaten/ Kota LayakAnak di Provinsi Lampung % 86,67 86,67 100

3 Persentase korban kekerasanterhadap perempuan dan Anak yangmendapat layanan penanganankomprehensif
% 100 100 100

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor  12 Tahun 2021 TentangPerubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ProvinsiLampung Tahun 2019-2024

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebihmeningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansipemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). DinasPemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampungtelah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja PerangkatDaerah Nomor: SK /93/V.09/2022 tanggal 27 Januari 2019 dan melalui

. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas,Dinas  Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak ProvinsiLampung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalammelakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahandan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatuorganisasi.
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No Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian %

4 Cakupan KB Aktif % 66,88 74,52 111,42

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian IndikatorKinerja Utama (IKU) sebagai berikut :Capaian kinerja yang melebih/melampaui target ditunjukan padaindikator Persentase anggaran responsif gender terhadap APBD, dengancapaian kinerja 165,25%, dan Cakupan KB aktif dengan capaian kinerja111,42%.Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukanpada indikator Persentase Kabupaten/ Kota Layak Anak di ProvinsiLampung dan Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan Anakyang mendapat layanan penanganan komprehensif.



Dinas  Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

LKIP Dinas  Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Lampung Tahun 2021

III - 6

3.3Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Renstra 2019-2024

(IKU PPK 2021)

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Dinas  Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan

Anak Provinsi Lampung Tahun 2021
No Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian %

1 2 3 4 5 6

A. Meningkatkan Proporsi Anggaran Responsif Gender terhadap APBD

1 Persentase Anggaran ResponsifGender terhadap APBD % 2,82 4,66 165,25

B. Meningkatkan Capaian Kabupaten/Kota Layak Anak di Provinsi Lampung

2 Persentase Kabupaten/ Kota LayakAnak di Provinsi Lampung % 86,67 86,67 100

C. Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak

3 Persentase korban kekerasanterhadap perempuan dan Anak yangmendapat layanan penanganankomprehensif
% 100 100 100

D. Meningkatkan Partisipasi Keluarga  Berencana (KB)

4 Cakupan KB Aktif % 66,88 74,52 111,42
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Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diatas dapat diperoleh data daninformasi kinerja pada beberapa tabel berikut :
Tabel 3.5

Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas  Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2021

NO SASARAN STRATEGIS CAPAIAN

1 Sangat Tinggi 100.00 %2 Tinggi 0.00 %3 Sedang 0.00 %4 Rendah 0.00 %5 Sangat Rendah 0.00 %

Capain sasaran dan indikator kinerja berdasarkan Misi adalah sebagaiberikut :
Tabel 3.6

Pencapaian Target Misi Dinas  Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2021

No Misi
Jumlah

Indikator
Sasaran

Tingkat Pencapaian

Sangat tinggi Tinggi Sedang Rendah SangatRendah
Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %

1 Misi 3 4 4 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Jumlah 4 4 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
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Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dankendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dandipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akandatang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telahdicapai pada tahun 2021 dan membandingkan antara target dan realisasi padaindikator sasaran dari sebanyak 4 sasaran dan sebanyak 4 indikator kinerja darisebanyak 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas  PemberdayaanPerempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung tahun 2019-2024, analisispencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapatdilihat sebagai berikut :
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Sasaran 1Meningkatkan Proporsi Anggaran Responsif Gender terhadap APBD
Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.7
Analisis Pencapaian Sasaran 1

Meningkatkan Proporsi Anggaran Responsif Gender terhadap APBD

No. Indikator
Kinerja Satuan

2019 2020 2021
Capaian  terhadap

Target Akhir
Renstra

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian Target capaian1. PersentaseAnggaranResponsifGenderterhadapAPBD
% 0,79 0,79 100 0,8 2,82 352,5 2,82 4,66 165,2

5
3,2 145,63

Target dari indikator kinerja Persentase Anggaran Responsif Genderterhadap APBD Tahun 2021 adalah sebesar 2,82%, realisasi kinerja sebesar4,66%, sehingga capaian mencapai 165,25%.
Grafik 1.

Perbandingan realisasi indikator Persentase Anggaran Responsif Gender
terhadap APBD Tahun 2019 dan 2021

2019 2020 2021

0,79 0,8

2,82

0,79

2,82

4,66

PERSENTASE ANGGARAN RESPONSIF GENDER

Target Realisasi
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Gambar 3.1Penyerahan Penghargaan APE 2020

Gambar 3.2Penyerahan Penghargaan APE

Gambar 3.3Piala APE 2020
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Anugerah Parahita Ekapraya (APE) merupakan penghargaan yang diberikankepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk pengakuanatas komitmen dan peran para pimpinan Kementerian/Lembaga dan PemerintahDaerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam pelaksanaan strategiPengarusutamaan Gender (PUG).
Faktor Pendukung1. Pelaksanaan Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Genderterhadap Dinas PPPA Kabupaten/Kota dan OPD se-Provinsi Lampung,Rapat Pokja PUG, Rapat Tim Driver PUG, dan PenganugerahanPenghargaan Parahita Ekapraya (APE) Kategori Utama Tahun 2020
Faktor Penghambat1. Kendala yang dihadapi dalam penyusunan anggaran responsif genderadalah belum optimalnya implementasi PUG pada perangkat daerah diProvinsi Lampung. Anggaran responsif gender yang mencapai 4,66% dariAPBD Provinsi Lampung masih sangat kecil dibandingkan target nasionalyang mencapai 75%. Hal ini dikarenakan anggaran responsif gender yangdisusun oleh PD hanya 1 atau 2 kegiatan, belum untuk sebagian besarkegiatan sesuai tupoksi Dinas masing-masing. Serta belum semua PD diProvinsi Lampung memiliki data terpilah gender yang merupakaninstrument penting dalam penyusunan anggaran responsif gender. MisiDinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ProvinsiLampung dalam mendorong terlaksananya kesetaraan gender dalamsendi-sendi pembangunan masyarakat masih terus diperjuangkan.Lembaga pemerintah adalah motor penggerak paling penting dalammenentukan kebijakan pembangunan yang mampu menciptakankesejahteraan tanpa diskriminasi, dan karenanya isu Kesetaraan Genderharus terus disuarakan.
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Solusi1. Mendorong Perangkat Daerah di Provinsi Lampung untuk menyusun GABdan GBS sebagai satu kesatuan dari DPA di masing-masing PD,memasukkan isu-isu gender ke dalam  Rencana Strategis masing-masingPD dan menuntut peran aktif dari Tim Focal Point perencana PD
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Sasaran 2Meningkatkan Capaian Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung
Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.8
Analisis Pencapaian Sasaran 2

Meningkatkan Capaian Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung

No. Indikator
Kinerja Satuan

2019 2020 2021
Capaian  terhadap

Target Akhir
Renstra

Target Realisasi Capaian Target Realisa
si Capaian Target realisasi % Target %1. PersentaseKabupaten/Kota LayakAnak diProvinsiLampung

% 40 46,67 116,68 53,33 46,67 87,52 86,67 86,67 100 100 86,67

Capaian Kabupaten/kota layak anak di Provinsi Lampung pada tahun 2021mencapai 86,67% (13 kab/kota).
Grafik 2.

Perbandingan realisasi indikator Jumlah Kabupaten/ Kota Layak Anak di
Provinsi Lampung Tahun 2019-2021

2019 2020 2021

40

53,33

86,67

46,67 46,67

86,67

PERSENTASE KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

Target Realisasi



Dinas  Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

LKIP Dinas  Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Lampung Tahun 2021

III - 14

Gambar 3.4
Rapat koordinasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Provinsi Lampung

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampungmelaksanakan Rapat koordinasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) ProvinsiLampung Tahun 2021. Kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan hak danperlindungan khusus anak melalui pengembangan anak (KLA) Tahun 2021sebagai upaya evaluasi secara berkala langkah-langkah konkret yang telahdilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dalam mewujudkan KLAsehingga mendukung percepatan Provinsi Lampung menjadi Provinsi LampungLayak Anak (Provila) Tahun 2022, dalam acara ini juga dilaksanakan Deskperkembangan KLA se-Provinsi Lampung.
Gambar 3.5

Penyerahan Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Provinsi
Lampung Tahun 2020
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Gubernur Arinal Djunaidi menghadiri Penyerahan Penghargaan AnugerahParahita Ekapraya (APE) Provinsi Lampung Tahun 2020 dan Kabupaten/Kotaserta Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) oleh MenteriPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga, diMahan Agung, Sabtu (27/11).
Faktor Pendukung1. Adanya komitmen dari Kepala Daerah untuk mewujudkanKabupaten/Lota Layak Anak.
Faktor Penghambat1. Kurangnya data dukung yang diperlukan dalam verifikasiKabupaten/Kota Layak Anak, sehingga mengurangi skor/nilai dalampenilaian kabupaten/kota layak anak di Provinsi Lampung.
Solusi1. Melaksanakan Roadshow Kabupaten/Kota Layak Anak, pelatihanKonvensi Hak Anak, Kecamatan Layak Anak dan Desa/Kelurahan LayakAnak serta Evaluasi KLA berbasis Website.
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Sasaran 3Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak
Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.9
Analisis Pencapaian Sasaran 3

Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak

No. Indikator
Kinerja Satuan

2019 2020 2021
Capaian

terhadap Target
Akhir Renstra

Target Realis
asi

Capai
an Target Realis

asi
Capai

an Target realis
asi % Target %1. Persentasekorbankekerasanterhadapperempuandan Anak yangmendapatlayananpenanganankomprehensif

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Target indiktor kinerja Persentase korban kekerasan terhadap perempuandan Anak yang mendapat layanan penanganan komprehensif Tahun 2021 adalah100%, realisasi kinerja adalah 100% kasus kekerasan terlayani, capaian kinerja100%.
Grafik 3.

Perbandingan realisasi indikator Persentase korban kekerasan terhadap
perempuan dan Anak yang mendapat layanan penanganan komprehensif Tahun

2019-2021

Target

Realisasi

2019 2020 2021

100 100 100

100 100 100

PERSENTASE KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DANANAK YANG MENDAPAT LAYANAN PENANGANAN KOMPREHENSIF
Target Realisasi
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Gambar 3.6
Pemeriksaan psikologi kasus pencabulan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung,Selasa 28 Desember 2021, melaksanakan pemeriksaan psikologi kasus pencabulanterhadap anak rujukan dari Polsek Bandar Lampung.
Gambar 3.7

Home visit korban kasus perbuatan cabul/persetubuhan terhadap
anak dibawah umur

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung,Senin 20 Desember 2021, melakukan home visit ke rumah korban kasus perbuatancabul/persetubuhan terhadap anak dibawah umur.
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Kunjungan bertujuan untuk memberikan penguatan terhadap korban, ayahkorban dan kakak kandung korban yang akan memberikan kesaksian dipersidangan dan diharapkan korban serta keluarga mengingat kembali tentangwaktu, tempat, dan kronologis kejadian seperti yang diceritakan pada waktu BAPdikepolisian.
Faktor Pendukung1. Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansiterkait melalui lembaga PPA2. Adanya komitmen untuk mencegah dan melindungi perempuan dananak dari kasus kekerasan.
Faktor Penghambat1. Masalah yang sering ditemukan dalam penanganan kasus kekerasanterhadap perempuan dan anak justru berasal dari sikap tertutup keluargayang menganggap peristiwa yang menimpa korban sebagai aib yangharus ditutupi. Hal ini menyulitkan pendamping untuk melakukanpenanganan terhadap korban dan mengarahkan keluarga untukmengambil langkah tepat bagi penyelesaian kasus, keamanan korban,dan kelanjutan hidupnya2. Terkait dengan data kasus, ditemukan kesulitan dalam perekaman datapenanganan kasus yang seharusnya dapat dilakukan secaraberkelanjutan. Ada beberapa kasus yang mendapat pelayanan kesehatandan pendampingan hukum hingga tuntas namun luput terekam dalambuku data. Ini terjadi karena UPTD PPA memerlukan dukungan sumberdaya manusia yang dapat menjalankan tugas rutin melakukan input datake aplikasi SIMFONI-PPA, sistem informasi online untuk data kekerasanpada perempuan dan anak yang diinisiasi oleh Kementerian PPPA RI3. Tidak semua pelayanan yang diberikan kepada mitra korban tercatatdalam data sehingga persentase jenis pelayanan yang telah dilakukantidak akurat, kurang dari yang sesungguhnya dilakukan
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Solusi

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahandan penanganan kekerasan.2. UPTD-PPA perlu menyiapkan sumber daya manusia yang bertugas untukmelakukan pembaharuan data kasus secara berkala, juga untuk menjadioperator yang menginput data ke SIMFONI-PPA. Dengan demikian datakasus yang dihimpun di akhir tahun dapat disajikan sebagai data validdan akuntabel
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Sasaran 4Meningkatkan Partisipasi Keluarga  Berencana (KB)
Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.10
Analisis Pencapaian Sasaran 4Meningkatkan Partisipasi Keluarga  Berencana (KB)

No. Indikator
Kinerja Satuan

2019 2020 2021
Capaian  terhadap

Target Akhir
Renstra

Target Realis
asi

Capai
an Target Real

isasi
Capai

an Target realisasi %
Target %

1. CakupanKB Aktif 14,05 14,05 100 15,9 74,45 468,24 66,88 74,52 111,4
2

68,24 109,20

Target indikator kinerja Cakupan KB Aktif tahun 2021 adalah 66,88%,realisasi 74,52%, capaian kinerja adalah 111,42%.
Grafik 4.

Perbandingan realisasi indikator Cakupan KB Aktif
Tahun 2019-2021

2019 2020 2021

14,05 15,9

66,88

14,05

74,45 74,52

CAKUPAN KB AKTIF
Target Realisasi
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Gambar 3.8
Sosialisasi Pendidikan Kependudukan Jenjang Mahasiswa dan Pelajar

(Remaja) Provinsi Lampung tahun 2021

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung,melaksanakan "Sosialisasi Pendidikan Kependudukan Jenjang Mahasiswa danPelajar (Remaja) Provinsi Lampung tahun 2021" Bertempat di gedung PusibanKantor Gubernur Lampung. Tujuan dari sosialisasi antara lain :a. Memberikan informasi, pengetahuan dan pemahaman tentangkependudukan dan upaya pemanfaatan bonus Demografi.b. Memberikan pemahaman tentang program pembangunan keluargakependudukan dan keluarga.
Faktor Pendukung1. Adanya upaya sosialisasi Program Kb kepada masyarakat2. Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan program KB
Faktor Penghambat1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai motode kontrasepsi2. Kurangnya SDM tenaga penyuluh dan kualitas pelayanan yang belummaksimal
Solusi1. Melakukan sosialisasi Pendidikan Kependudukan Jenjang Mahasiswa danPelajar (Remaja).
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3.4Akuntabilitas Keuangan, Pagu dan Realisasi Keuangan T.A. 2021Sumber dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran Tugas Pokok danFungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ProvinsiLampung Tahun Anggaran 2021 bersumber dari dana APBD (Perubahan) sebesarRp. 15.624.965.250,- dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 3.11Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2021

Misi
Bidang
Urusan

Pagu Anggaran
Realisasi
Anggaran

%Meningkatkan KualitasSDM, danMengembangkan UpayaPerlindungan Anak,PemberdayaanPerempuan danPenyandang Disabilitas

PPPA 15.338.925.250 14.270.462.469 93,03

DALDUKKB 286.040.000 270.909.900 94,71
Jumlah 15.624.965.250,- 14.541.372.369,- 93,06

Dengan realisasi anggaran yang dicapai (93,06%) dapat di katakan bahwahasil capaian anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak Provins Lampung Tahun Anggaran 2021 dengan hasil yang sangat baik dantarget pencapaiannya sangat baik.
Tabel 3.12Perbandingan capaian kinerja dan realisasi keuangan

No IKU Target
IKU

Capaian
IKU

Realisasi
Keuangan (%)

Efektifitas
dan efisien1 Persentase Anggaran ResponsifGender terhadap APBD 2,82 165,25 92,46 178,73

2 Persentase Kabupaten/KotaLayak Anak di Provinsi Lampung 86,67 100 98,98 101,03
3 Persentase korban kekerasanterhadap perempuan dan Anakyang mendapat layananpenanganan komprehensif

100 100 95,02 105,24
4 Cakupan KB Aktif (CPR) 66,88 111,42 94,71 117,64
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Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 4 indikator kinerja utama DinasPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, persentasecapaian indikator kinerja utama lebih besar dibandingkan persentase realisasikeuangan. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok danfungsinya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ProvinsiLampung telah efektif dan efisien menggunakan anggaran untuk mencapai tujuanutama/indikator kinerja utama dari Dinas Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak Provinsi Lampung.
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BAB IV
PENUTUP

Laporan  Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas  PemberdayaanPerempuan Dan Perlindungan Anak Lampung Tahun 2021 ini merupakanpertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik(Good Governance) Dinas  Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan AnakLampung Tahun 2021 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baikdalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentangSistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upayauntuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkanoleh semua pihak.LKIP Dinas  Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan AnakLampung Tahun 2021 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas  PemberdayaanPerempuan Dan Perlindungan Anak Lampung dan Evaluasi terhadap kinerjayang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, jugadilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.Tahun 2021 Dinas  Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan AnakProvinsi Lampung menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dengan 4 (empat)indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan DokumenPerjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaiansasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :
 Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 165,25%
 Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100%
 Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100%
 Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 111,42%
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Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 sasarantersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalamperjanjian kinerja.Tahun Anggaran 2021 untuk pelaksanaan program dan kegiatan padaDinas  Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampungdalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melaluiAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lampung Tahun Anggaran2021 sebesar  Rp. 15.624.965.250,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.14.541.372.369,- atau 93,06%, dengan realisasi anggaran yang dicapai(93,06%) dapat di katakan bahwa hasil capaian anggaran pada DinasPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provins Lampung TahunAnggaran 2021 dengan hasil yang sangat baik dan target pencapaiannya baik.Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DinasPemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung ini,diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas  PemberdayaanPerempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung kepada pihak-pihakterkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambilbagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Provinsi Lampung.
Kepala Dinas,

Fitrianita Damhuri, S.STP., M.Si.Pembina Tk.INIP. 19780419 199612 2 001
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